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BAB  IX 

PENUTUP 

 

 

9.1 Kesimpulan  

1. Implementasi Kebijakan Rencana Wilayah Pertahanan dan Rencana Wilayah 

Pertahanan di Grati Pasuruan, Berdasarkan Kepmenhan No. 138 Tahun 2018, 

tidak berjalan optmimal. Secara regulasi tumpang tindih dengan RTRW 

Pemkab Pasuruan yang menempatkan sebagian area latihan sebagai daerah 

pemukiman, yang dijadikan dasar penduduk untuk menguasai secara ilegal.  

Penyebab lainnya adalah jaring kerja entitas berkepentingan selama ini 

menggunakan Mesh Network yang membutuhkan teknis koordinasi yang rumit 

dan membutuhkan waktu lama serta kuatnya kepentingan entitas yang terkait. 

2. Sebagai Faktor Pendukung implementasi adalah kesesuaian medan yang berada 

di Grati Latihan untuk digunakan latihan TNI AL khususnya Korp Marinir, 

serta jarak yang relatif dekat dengan Pasukan Marinir yang ada di Surabaya. 

Sedangkan fakto penghambat yang utama adalah sikap masyarakat dan 

Pemerintah Daerah Pasuruan yang tidak ;oyal terhada regulasi yang selama ini 

ada. 

3. Temuan Konsep Model Penataan Ruang Nasional pada penelitian saat ini 

adalah, diperlukannya Lembaga Independen sebagai Driver Fore yang 

berwenang penuh dalam mengambil keputusan terkait kebijakan Tata Ruang 

Nasional sekaligus sebagai pengawas maupun pengendali dengan menerapkan 

jaringan kerja Wheel Network. 

 

9.2. Rekomendasi  

1. Implementasi Kebijakan Rencana Wilayah Pertahanan dan Rencana Wilayah 

Pertahanan di Grati Pasuruan, Berdasarkan Kepmenhan No. 138 Tahun 2018, 

hanyalah satu diantara kasus diantara sekian banyaknya kasus yang serupa, 

sehingga Kemhan/TNI beserta entitas terkait harus segera menyelasaikan segala 

kendala yang saat ini terjadi. Perda RTRW Pemkab Pasuruan agar segera di 

evaluasi karena diduga ada pelanggaran dalam menjalankan mekanisme yang 

seharusnya. 

2. Untuk menyikapi mengatasi faktor penghambat, sangat mendesak Kemhan/TNI 

beserta entitas terkait bersepakat untuk mendorong keberadaan lembaga sebagai 

driver force kebijakan dalam bidang tata ruang nasional. 

3. Kemhan/TNI agar segera menyikapi temuan Konsep Model Penataan Ruang 

Nasional pada penelitian saat ini  untuk dapat ditetapkan sebagai model 

permanen dalam  Penataan Ruang Nasional dengan penguatan kebijkan-

kebijakan lainnya sampai pda level operasional.  

a.  Kemhan/TNI harus segera menyusun RWP dan RRWP untuk dapat 

diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang. RWP dan RRWP 

diharapkan dapat memberikan data dan informasi seperti data-data 

tabular maupun spasial wilayah pertahanan dan kemananan berikut 

luasan dan koordinat lokasi yang dibutuhkan sampai dengan 20 tahun ke 

depan; 
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b.  Agar Kemhan/TNI tetap mewadahi kepentingan pertahanan tetapi tidak 

tumpang tindih dengan RTRW, maka perlu diwadahi pada RWP dalam 

bentuk deskripsi namun tidak dipetakan. RWP yang disusun hendaknya 

memuat lokasi wilayah pertahanan yang bersifat statis seperti pangkalan 

militer, daerah latihan militer, dan instalasi militer dengan mempertajam 

arah zonasinya. Selain itu RWP ini juga harus mengakomodir RTR KSN 

Perbatasan Negara; 

c.  Dalam mengintegrasikan RWP dan RRWP ke dalam RTRW dan Rencana 

Zonasi, Kemhan/TNI harus berkoordinasi dengan Kementerian 

ATR/BPN dan KKP, sementara itu untuk integrasi dan sinkronisasi RWP 

dan RRWP dengan Peta Tematik lainnya dalam Kebijakan Satu Peta, 

Kemhan/TNI harus berkoordinasi dengan BIG dan Kemenko Bidang 

Perekonomian dengan melibatkan Dittopad, Pushidrosal dan Dispotrud. 
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